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SUPATI LAMPUNG UTAH 
PROVINSI LA.MPUNG 

PERATUR.&N BUPATI LAMPUNG UTARA 
NOMOR: I~ TAHUN201S 

TENTANG 

KOMUNITAS INTELlJEN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG .UTARA 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA 

,BUPA1'ILAMPUNGUTARA, 

a. bahwa dalam nmgka penyelenggaraan otonomi yang luas, 
daerah mempunyai kew~iban melindungi masyarakat, 
menjaga persatuan, kesatuan dan kerukumin na8ional serta 
keutuhan Negara. Kesatuan RepubUk Indonesia.; , 

b. 	 bahwa da1am mengantisipasi ancama.n terhadap integritas 
nasional dan tegaknya Negara Kesatuan ,RepubUk Indonesia, 
perlu diadakan deteksi dini dan periugatan dim di daerah 
Kabupaten Lampung Utara yang didukung den,gan koordinasi 
antar aparat unsur intelijen seca.ra profesiona1;i 

c. 	 bahwa. berdasarkan pertjmbangan maksu4 huruf a dan b 
tersebut diatas, agar dapat berjalan dengan tertib, 
terkoordinasi, berdaya guna dan bernasil guna, j)erlu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara. 

,
.1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang PenetapanMengingat 

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor' 55) dan 
Undang-Undang Da.rurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara. RepubUk Indonesia. Tahun 1956 Nomor 57) tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Da1a.m 
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara. RepubUk Indonesia. Tahun 
1959 Nomor '13, Tambahan Lembaran Negara. RepubUk 
Indonesia. Nomor 1821); 

2. 	 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara. Republik Indonesia (Lembaran Negara. RepubUk 
Indonesia. Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 
RepubUk Indonesia. Nomor 4168); 

3. 	 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan 
Negara (Lembaran Negara RepubUk Indonesia. Tahun 2002 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RepuhUk Indonesia. 
Nomor 4169); 

4. 	 Unda,ng-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Keja.ksa.a.n 
RepubUk Indonesia (Lembaran Negara RepubUk Indonesia. 
Tah\Ul 2004 Nomor 67); . 

5. 	 Uhdang-Urldang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 
NasionaI Indonesia. (Lembaran Negara RepubUk Indonesia. 
Tahun 2004 Nornor 127, Tambahan Lernbaran Negara. 
RepubUk Indonesia. Nornor 4439); 
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Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang6. 
Koordinasi Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10); 

7. 	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 
tentang Komunitas lntelijen Daerah, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 
Tahun2011; 

8. 	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Pl"Oduk Hukum Daerah; 

9. 	 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 
tentang Pedoman Penanggulangan Bencana, dan Penanganan 
Pengungsi di Daerah; 

10. 	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah 'Kabupaten Lampung Utara. 

'MEMOTUBKAH: 

Menetapkan : 	 PERATURAli SUPATI '1'ENTANG KO'MUNITAS INTELlJEN 
DAERAH EABUPATEN I..AMPUNG UTARA 

BAD I 
KETENTUAN UMOM 


Pasa11 


Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. 	Daerah adalahKabupaten Lampung Utara. 
2. 	Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerlntah daerah. 
3. 	Eupati adalah Bupati Lampung Utara. 
4. 	Bada,n Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya 

disingkat Badan Kesbang dan Politik adalah Bad~ Kesatuan 
Bangea dan Politik Kabupaten Lampung Utara. 

5. Intelijen· adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang 
terorganisir dengan menggunakan metc;>de tertentu untuk 
menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi 
diseluru1\l aspek kehiduparl untuk disampaikan kepada 
pimpinan sebagai bahan pertirobangan ~al,'un mengambil 
keputusan.· 	 . 

6. Komunitas 	 Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut 
I

KOMINDA adalah Forum Komunikasi dan Koordinasi unsur 
inj:elijen 4an Ul11i}~ pimpinan d~erah ~lJuPaten J,.ampung 
Utara. 

7. 	Jaringan Intelijcn adalah hubungan antar perorangan, 
kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan 
data daIl informasi atau bahaIl keteraIlgaIl untuk 
kepentingan tugas intelijen. 

8. 	AnCaIl1aI1 adalah suatu usaha dan kegiatan baik dari. dalam 
maupun luar negcri yang dinilai membahayakan kedaulatan, 
keutuhaIl wilayah Negara KesatuaIl Republik Indonesia daIl 
keseiamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional 
lainnya. 
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BAUD 

PENYELENGGARAN INTELIJEB DAERAH 


Paaa12 
Penyelenggaraan KOMINDA menjadi tugas dan tanggungj~wab 

Bupati. 


Paaa13 
(1) 	 Tugas dan tanggung jawab Bupati sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: 
a. 	membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban 

masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman 
stabilitas nasional di daerah; dan 

b. 	mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal 
di daerah sebagai jaringan intelijen. 

(2) 	 Pe~anaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b didelegasikan kepada Wakil Bupati Lampung Utara. 

.. BABm 
KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH 

PalJal4 
(1) KOMINDA dibentuk di daerah. 
(2) Pembentukan KOMINDA di daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukatulleh Bupati. 
(3) KOMINDA sebagaimana difiia.KStid pada ayat (1) meitiili!<j 

hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif. 

Pasa1 S 

KOMINDA mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. 	merencanakan,mencati,mengumpulkan, mengkoordinasikan 

dan mengkomunikasikan informasi atau bahan-ballan 
keterangan dan intelijen dati berbagai sumber mengenai 
potensi,i gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman 
stabilitas nssional di daerah; dan 

1?! 	 OleOlberi#:rm re].()Olen<iasi !;!ebllgai l:>lihan pertitnbangan bagi 
Bupati sebagai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini 
dan peringatan dini terhadap stabilitas nasional di daerah. 

Pasa16 
(1) Ketua KOMINDA daerah adalah Bupati. 
(2lD~ pelaksanaan tugas KOMINDA .dibentuk Pengurus 

Harlan. 
(3) Pengui't:j.s Harlafl. sebaga1:mana dimakaud pada ayat (2) 

terdiri dati: I 

a. Pelaksana harlan dati unsur Kepolisian;", 
b. Sekretaris dan Badan Kesatuan Sangsa dan Politik 

Kabupaten Lampung Utara; 
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c. Anggota yang terdiri dan: 
1. 	Kantor lmigra.si; dan 
2. 	Unsur Intelijen Dinas/Instansi Vertikal. 

(4) Pengurus Harlan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
mempunyai tugas: 
a. 	metnbantu Bupati dalam merumuskan kebijakan 

pembinaan dan pemberdayaan KOMINDA; 
b. 	memfasllitasi hubungan ketja KOMIND~ dengan 

Pemerintah Daerah dan hubungan antar, instansi di 
<i~I'I$ ~!:?i<i@g intelijen. 

Pasal'T 
(1) Dalam '\rangka kelancaran tugas dan. administrasi surat 

. menyurat KOMINDA dibantu oleh Sekretarli,.t yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepaaa Sekretaris 
~QMINDA. 

(2) Sekretariat KOMINDA mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. 	menyiapkan bahan-bahan yang akan dibahas da1am 

rapat KOMINDA; 
b. 	menghimpun dan menginventarisir hasil rapat yang 

se~jutny(l menjlllii !:?l11ui.n ~p()rtm 13llPliti selaku 
Koordinator KOMINDA Kabupaten Lampung Utara 
kepada Gubernur Lampung; dan

• 
c. 	melaksanakantugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Koordinator KOMINDA. 
(3) Sekretariat KOMINDA berada di Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kabupaten Lampung Utara Jl. Jendral Sudirman 
Nomor 01 Kotabumi. 

Pasal8 
Susunan Dewan Pembina, Pengurus KOMINDA dan Sekretariat 
sebagahnana tercantum daiam Lampiran Peraturan Bupati ini 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dad Peraturan 
Bupatiini. 

BAD IV 
PENGAWASAN DAN PELAPOR:AB 

Pasal9 
Dalam rangka pembinaan KOMINDA di daerah, pengawasan 
dilaksanakan oleh Bupati. 

Pasa.\ 10 . 
(1) Pelaksanaan penyelenggaraan KOMINDA dilaporkan oleh 

Bupati kepada Gubemur Lampung dengan tembusan 
. kepada Menten Koordinator POliti,lc, Hukum dan Keamanan, 
Menten Dalam Neged, Mented Pertanahan, Menten Hukum 
dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan 
Intelijen Neg£!l'a, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional 
Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 
serta unsur pimpinan di Provinsi Lampung. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari 
dan Juli atau sew~-waktu jika dipandang perlu. 

http:lmigra.si


(3) Dalam keadaan:' mendesak, mekani.sme pelaporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat 
disampaikan secara lisan, dengan ketentuan tetap segera 
menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara 
hierarki. 

BABV 
PENDANAAN 

Pasa11l 

PendanAAIt'b/lgi penyeleIlgg/lI"fl!Ul KOMINDA bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD} 
Kabupaten Lampung Utara. 

DiiB VI 
KETENTUAN PENUTOP 

Pasa112 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan 
Bupati L,ampung Utara Nomor 14 Tahun 2017 tentangc:· 
Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Lampun~ Utara di 
~but dan dinYa~an tiQ.~ 'berlaku. .. 

Pasal13 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku' pada tanggal 

diundaJ?gkan 
Agar setiap orang mengetahuinya, .m·emerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan p~nempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara. 

Ditetapkan di Kotabumi 
pada tanggal 30 A.(it\L 2018 
PL'J!,BlJPA! G UTA.RA. 

Diundangkan di Kotabumi 
pada tanggal ;0 A?,r\t. 201& 

2018 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

UTARA, 

SAMSIR 

BERlTA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2018 NOMOR .l~... 
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LAMPIRAN' : PERATURAN BUPATI J.Al!r!WNG lITAKA 
NOMOR : I (P TABUN 2018 
TANGGAL : ,0 Af'C"i L 2018 
TENTANG : KOMUNlTAS INTELIJBN DAERAB KA.BUJi'ATEN 

LA1I4PU1fG lITAKA 

SlISUNAN KOMUNITAS INTEWEN DAERAH 

KABlIPATEN LAMI'UNG lITAKA 


I. 	KEANGGOTAAN PENGURUS KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA): 
a. 	Ketua : Bupati Lampung Utara 
b. 	Pelaksap.a Harlan: Wakil Kepala Polisi Resort Lampung Utara 
c. 	Sekretaris : Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Utara 
d. 	Anggota 

1. 	 Perwira Seksi lntelijen KomandoDistrik Militer 0412 Lampung Utara 

2. 	 K.ePlila I)ek(ji Intt)lijen I{eJakfja.atl N()g()ri I\:()~bumi 

3. 	Kepala Satuan lntelijen Palisi Resort Lampung Utara 

4. 	 Kepala ~tQr hnigra,si L,am,PWlg lJtara 
5. 	Badan lntelijen Daerah Kabupaten Lampung Utara 

6. 	K.ep$ PIlit IIl~el PoIres l@IlPllng ptara 

II. 	 SEKRETARIAT KOMINDA: 

a, Kepala S~kreta,ri1l.t: 	 SeIcr.etElris 13Elcla.t1 I{eE\litllan Bangsa dan 
Politik Kabupaten Lampung Utara 

b. 	 Pelaksana/Anggota Sekreta.riat: 

1. 	 Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini Evaluasi dan Kebijakan 
Teknis Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 
Lampung Utara. 

2. 	 Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan Badan· Kesatuan 
Bangsa dan Politik Kabupaten Lampullg Utara. 

3. 	Star Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan P~ditik Kabupaten 
Lampung Utara. (Togar PurJ;la, SH) 

4. 	 Star Sekretariat\ Badan Kesatuan Bangsa dan, Politik Kabupaten 
Lampung Utara. (Peri Vantol . i 

5. 	Star Sub Bidang Kewaspadaan Dini Evaluasi dan Kebijakan Teknis 
Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung 
Utara. (Danny Saputra) 

PLT SUPATI L41~oo;J: UTAKA, 
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